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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengurusan-sendiri (self-
governance) di desa Pulau Tengah, Jambi, dan kontribusinya bagi administrasi 
publik. Fokus kajian adalah pengaturan dan pengurusan-sendiri dalam 
penyediaan barang/jasa publik dan CPR (common-pool resources). Menurut 
V.Ostrom, penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi adalah 
bidang kajian administrasi publik. Sejauh ini, kajian tentang pengaturan dan 
pengurusan-sendiri masih sangat terbatas, tidak hanya di Indonesia namun juga 
di bagian dunia lainnya, sehingga wacana dimaksud relatif terabaikan dalam 
pemikiran dan praktik administrasi publik.  

Pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dan 
pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah dan apakah kontribusi pemahaman 
tersebut terhadap administrasi publik? Terhadap pertanyaan pokok di atas, 
diajukan sejumlah pertanyaan turunan, meliputi: bagaimana sifat-sifat normatif 
berbagai unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri? Bagaimanakah 
dinamikanya? Apa pula keunggulan institusionalnya dibandingkan sistem 
pengaturan dan pengurusan yang pernah atau sedang ditransplantasikan ke 
desa tersebut? Melalui tiga pokok bahasan di atas, didiskusikan pula prospek 
pengaturan dan pengurusan-sendiri di Pulau Tengah, dan di komuniti-komuniti 
lain di Indonesia, serta kontribusi pemahaman di atas terhadap teori dan praktik 
administrasi publik di Indonesia.  

Menjawab berbagai pertanyaan di atas, dilakukan kajian etnografis 
terhadap komuniti di desa Pulau Tengah. Temuan penelitian menunjukkan 
bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berjalan di desa tersebut 
menyediakan barang/jasa publik dan CPR, selain sampai tingkat tertentu 
barang/jasa privat dan toll goods. Bidang-kelola yang luas ini dimungkinkan 
karena kontinuumnya wilayah privat – publik, dan individu – keluarga – komuniti, 
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pada lingkungan yang menempatkan keselamatan dan kelangsungan hidup 
bersama sebagai tujuan kolektif tersebut. 

Aturan-main yang berlaku mengatur apa yang boleh, harus atau terlarang 
dilakukan oleh setiap warga dan pendatang di dalam yurisdiksi desa. 
Kontinuumnya wilayah individu – keluarga – komuniti juga berimplikasi pada 
organisasi pengaturan dan pengurusan-sendiri. Selain memiliki aparat adat, yaitu 
Depati Gento Rajo (DGR) dan perangkatnya, pengaturan dan pengurusan-
sendiri di desa Pulau Tengah juga berjalan karena keterlibatan warga adat, baik 
di tingkat individu maupun keluarga, baik dalam proses perumusan dan 
penyepakatan aturan-main maupun pelaksanaannya. Dasar hukum pengaturan 
dan pengurusan-sendiri tersebut adalah hukum DGR.  

Kajian dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri menunjukkan bahwa 
reproduksi institusi anak ladang – induk semang (AL-IS) terjadi terutama karena 
desakan dari dalam, yaitu keinginan untuk meraih manfaat dari proses 
komersialisasi pertanian yang berlangsung. Salah satu pembenarnya adalah 
kesesuaian institusi tersebut dengan institusi besasih yang telah dikenal 
sebelumnya. Selain desakan dari dalam, juga terindentifikasi rangsangan dari 
luar, berupa terbukanya pasar, ketersediaan tenaga kerja (anak ladang), dan 
adanya komoditi yang relatif menguntungkan. Perubahan institusional mengarah 
ke perubahan organisasi produksi dan perubahan aturan-main, dengan tingkat 
pengaruh menjangkau rumah tangga induk semang dan anak ladang, selain di 
tingkat desa berupa perubahan aturan-main berkenaan dengan pendatang.    

Keunggulan institusional pengaturan dan pengurusan-sendiri dibandingkan 
sistem pengaturan dan pengurusan lain terletak pada kesesuaiannya dengan 
nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan otonomi. Asumsinya 
bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam pengaturan dan pengurusan, dan 
pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan wali warga, menunjukkan 
kuatnya karakter demokratis pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut. 

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi membuka wawasan tentang 
penyediaan barang/jasa publik dan CPR oleh institusi bukan-negara. Temuan 
dimaksud memberikan koreksi terhadap dominansi praktik penyediaan 
barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi yang berlaku selama ini, yang 
dilakukan oleh institusi negara, dan konstitusi yang mendasarinya. 
Konsekuensinya, mendesak pula keperluan mengkaji administrasi publik bukan-
negara, melengkapi kajian administrasi publik negara yang telah lebih 
berkembang. Secara praktis, kajian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi 
negara tidak dapat disatukan dalam wilayah-kelola dengan (sistem) pengaturan 
dan pengurusan-sendiri, karena mengakibatkan kontestasi dan bukan  
kooperasi.  
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